
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentanq Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten rvfuaro Jambi 
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Perubahan Atas Undang 
UndangNomor 54 fahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Ne~ra 
Republik Indonesia Nomor 3969); 1 

a. bahwa Peraturan Bupati Tebo Nomor 33 Tahun 2014 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tebo belum lengkap 
mengatur Aset f etap Tak Berwujud, Pengakuan Aset f etap D1bawah 
Nilai Kapitalisasi dan Metode Perhitungan Persediaan sesuai dengan 
Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual sehingga perlu 
dilakukan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tebo. 
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
fambahan Lernbaran Negara Republjk Indonesia Nornor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. IJndang-Undang Nemer 33 Tahun 2QQ4 tentanq Penrnbanqan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5059); 

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesta fahun 2011 l'fomor 82, fambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor i3 f ahun 2666 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 20i1 Nomor 310); 'i-.l 
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3. Lampiran XII Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya, diubah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini; 

2. Lampiran X Kebijakan Akuntansi Aset Tetap, diubah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini; 

1. Lampiran VIII Kebijakan Akuntansi Persediaan, diubah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dart Peraturan BUt>ati ini; 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tebo Nomor 33 
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tebo 
(Berita Daeratr Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 33) diubah dan 
ditambah sebagai berikut : 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TEBO TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TEBO 

MEMUTUSKAN: 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada 
Pemedntah 5aerah (Serita Negara Repubiik Indonesia fahun 2013 
Nomor 1425); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor l); 

Menetapkan 
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SERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2018 NdrviOR 30 

.. BUPATI TEBO, 

Ditetapkan di Muara Tebo 
pada tanggal ;io - S - 2018 

~ 
ABU BAKAR 

Dlundanqkan di Muara tebo 
Pada tanggal ;2.0 - ~ - 2018 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tebo. 

Peraturan Bupatr ini mulai berlaku pada tanggal d1undangkan. 

Pasal II 


